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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Penelitian
Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelaksanakan pembangunan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah provinsi dan setiap daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Untuk melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, salah satu hal yang berpengaruh yaitu berasal dari pendapatan daerah. Dimana pendapatan daerah seperti tertuang pada UU No.23 tahun 2014 yang merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.  Salah satu pendapatan daerah yang cukup berperan penting bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaran urusan pemerintahan yaitu bersumber dari pajak seperti telah diatur pada  UUD 1945 pasal 23A bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yaitu untuk keperluan Nega ra yang diatur dengan Undang-Undang.
Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan adanya otonomi daerah secara bertahap pemerintah pusat telah mengalihkan berbagai kewenangan sebagai upaya agar pemerintah daerah dapat mengelola daerah menjadi lebih berkembang. Salah satu kewenangan pemerintah daerah yaitu pada Pengelolaan Pajak Daerah seperti terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), maka pemerintah daerah memperoleh perluasan 
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objek pajak daerah sebagai sumber penghasilan tambahan. Perluasan objek pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut meliputi perluasan basis pajak daerah yang telah ada, penambahan objek pajak baru dan pendaerahan objek pajak pusat menjadi pajak daerah salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor properti seperti bangunan perumahan, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan yang terus berkembang pesat di wilayah ini. Oleh karena itu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan signifikan bagi pemerintah daerah seperti ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 tahun 2018 tentang Pajak Daerah yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020 tentang Penilaian NJOP sebagai Pengenaan PBB di Kabupaten Cirebon. 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi salah satu fokus strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon merupakan SKPD yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pajak daerah. 
	
Keadaan saat ini menunjukkan bahwa dengan dikelolanya PBB-P2 oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon telah mengalami penerimaan pendaptan dari target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dari beberapa tahun. Berikut  tabel 1.1 yang menunjukan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Cirebon:
Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan PBB-P2 
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2022

	Tahun
	Jenis Pajak
	Target (Rp)
	Realisasi (Rp)
	Persentase
(%)

	2018
	Pajak Bumi dan Bangunan
	41.199.267.783 
	32.145.365.574 
	78,02

	2019
	Pajak Bumi dan Bangunan 
	46.970.278.125
	37.243.053.549
	79,29

	2020
	Pajak Bumi dan Bangunan 
	43.211.388.650
	37.638.493.630
	87,10

	2021
	Pajak Bumi dan Bangunan 
	50.323.528.410
	41.469.831.131
	82,41

	2022
	Pajak Bumi dan Bangunan
	66.088.622.396
	54.637.851.668
	82,67


(Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, 2023)
Kondisi yang terjadi dari tabel 1.1  menjelaskan pencapaian penerimaan targer dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018-2022 di Kabupaten Cirebon tidak tercapai dan tidak stabil yang mengalami kenaikan dan penurunan persentse pencapaian . Dari data tersebut menunjukan bahawa persentase realisasi penerimaan PBB oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon masih belum tercapai dari target yang telah ditentukan. 
Hal tersebut dipengaruhi oleh salah satunya yaitu dari Kinerja Badan Pendapatan Pendpatan Daerah Kabupaten Cirebon. Seperti dijelaskan dalam Surjadi dalam Nahrisah (2019 : 42) bahwa kinerja organisasi merupakan totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi untuk tercapainya tujuan organiasi. Ukuran kinerja organisasi dalam Dwiyanto (2018 : 47) terdiri dari Produktivitas, Kualitas layanan, Responsitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Dan keadaan di lapangan masih terdapat beberapa kendala seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2, serta terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki badan pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, dengan terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pendapatan PBB-P2 di Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan permasalahan diatas, maka dari itu penulis tertarik menganalisis dan melakukan penelitian dengan mengambil judul "Kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Cirebon"

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis menyatakan rumusan masalah sebagai berikut: “Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Cirebon belum optimal“. Dengan identifikasi masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Cirebon ?

2. Bagaimana Hambatan Badan Pendapatan Daerah Dalam Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Cirebon ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mengatasi hambatan Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Cirebon ?

1.3.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Cirebon. 
2. Untuk mengetahui Hambatan Badan Pendapatan Daerah Dalam Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Cirebon. 
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam mengatasi hambatan dalam Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Cirebon. 



1.3.2. Kegunaan Penelitian
[bookmark: _GoBack]Terdapat kegunaan yang diambil dalam penelitian ini baik secara teoritis dan secara praktis, yaitu :
1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian di harapkan mendapatkan masalah-masalah yang muncul untuk di analisis sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan literature Administrasi Publik dan menambah wawasan tentang kinerja badan pendapatan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam ruang lingkup administrasi sebagai bentuk penilaian pelaksanaan dari birokrasi pemerintah yang selama ini sudah dilaksanakan sehingga dapat meminimalisir timbunya masalah dan mampu memeberikan solusi pada permasalahan yang terjadi. 





